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Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa layanan pos dan logistik, telekomunikasi dan penyiaran merupakan
faktor yang sangat penting dalam penanganan pandemik COVID-19 dan
kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan masyarakat, termasuk
kegiatan Work From Home (WFH), e-learning serta layanan publik lainnya.

2. Agar dalam implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar dan/atau
physical distancing, petugas resmi lapangan yang dibekali Surat Tugas dan
identitas instansi dari penyelenggara pos dan logistik, telekomunikasi dan
penyiaran serta petugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat
dikecualikan dan tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan tetap
memenuhi protokol kesehatan.
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